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PEMERINTAH KOTA MAGELANG

PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG
NOMOR 9 TAHUN 2000
TENTANG

PAJAK PENERANGAN JALAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAGELANG,

Menimbang  : a. bahwa dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 18 ‘Tahun
| 997 tentang Pajak Daerah dan Retnbusi Daerah. maka Peraturan
Daerah Kotamadva Duerah hingkat 1[I Magelang Nomor 2 Tahun
1988 (enlany Pajuk Pencrangan lalan perlu disesuaikan ¢

b.  bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut di atas perlu
menvusun dan menetapkan kembah Peraluran Ducrah  tentany

Pajak Pencrangan Jalan :

Mengigat - 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang  Pembentukan
Daerah-dacrah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinst Jawa

Timur. Jawa Tengah dan Jawa Baral |
Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara

Pidana (l.embaran Negara JTahun 1981 Nomor 76. |ambahan
[ cmbaran Ncgara Nomor 3209);
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan

Penvelesaian Sengkela Pajuk (I embaran Negara Tahun 1997
Nomor 0. Tambahan | embarn Negara hnmnr 3681) -

4. Undang-undang Nomor I8 LTahun 1997 tentang Pajak Daerah dan
Retribust Naerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41,
'l ambahan i.embaran Negara Nomor 3685) ;

t2

5. Undang-undang ..
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Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak
dengan Surat Paksa (] embaran Negara Tahun 1997 Nomor 42,
lambahan [ embaran Negara Nomor 3686)

6.  Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemenntahan
Dacrah (Lembaran Ncgara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan
[Lembaran Negara Nomor 3839)

_"--J

Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemenntah Pusat dan Daemh  (Lembaran

Nepara Tahun 1999 Nomor 72. Tambahan |.embaran Negara
Nomor 3848) -

8  Peraturan Pemenntah Nomor 19 Tahun 1997 tentang Pajak
Dacrah (I.cmbaran Negara Tahun 1997 Nomor 54, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3691) ¢

9. Kepulusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tenlang Tekmk _
Penvusunan  Peraturan  Perundang-undangan  Dan  Bentuk |
Rancangan Peraturan Pemenntah [Dan Rancangan Keputusan

Presiden ;
10. Keputusan Presiden Nomor 48 Tahun 2000 tentang Harga Jual
Tanaga Listnk Yang Discdiakan Olch Pcusahaan Perseroan |

(PERSERO) PT Perusahaan Listnk Negara ; |
11 Kepulusan Menlen Dalam  Negen Nomor 170 Tahun 1997 I
tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah | {
Kepulusun Menler Dalum Negen Nomor 172 Tahun 1997
tentane Krtena Wajih Pajak vang Wapb Menyelenggarakan
Pembukuan dan lata Cara Pembukuan |

13 Keputusan Menten Nalum Negen Nomor 173 Tahun 1997
tentang ‘| ata Cara Pemenksaan di Bidang Pajak Daerah ;

14. Keputusan Menlen Nulam Negen Nomor 43 Tahun 1999 (entang
Sistem Prosedur Admmstrast Pajak Dacrah, Retnbust Daerah dan

Pendapatan Lam-la

Dengan Persctujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG ‘
i:
MEMUTUSKAN : l
Menetapkan : PFRATURAN DAERAH KOTA MAGELANG TENTANG
PAJAKR PENERANGAN JALAN. |
|
BABL......
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BAB 1
KETENTUAN UMUM
Pasal |

Dalam Pcraturan Dacrah ini vang dimaksud dengan ¢
Dacrah adalah Kota Magelang

a
b. Pemerintah Dacrah adalah Pemenintah Kota Magelang ;

Walikota adalah Walikota Magelang ;

| hinas Pi:ﬂldu{mlﬂn Dacruh vang selanjulnya disingkal hpenda
adalah Dinas Pendapatan Dacrah Kota Magelang .

e. Pejabat vang ditunjuk yang selunjulnya disebut Pejabal
pegawar yang diben lugas lerlenlu di hidang perpajakan
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku :

[ Badun adalah suatu bentuk badan usaha yang melipull perseroan
terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnva, badan usaha
milik negara atau daerah dengan nama dan dJalam bentuk apapun,
persekutuan, perkumpulan, firma. kongsi, koperasi, yayasan atau
organisasi vang scjents, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tctap

serta bentuk badan usaha lainnva |

Perusahaan Listrik Negara yang selanj
k Negara (Pesero)

h. Pajak Daerah adalah 1uran wanb vang dilakukan oleh orang pribad
atau badan kepada Dacrah tanpu imbalan langsung vang seimbang.
vanyg dapal dipulus:ik:m herdasarkan pt:ralumﬂ p:.rundung-undungun
:.fang berlaku. vang membiayal pﬂn}'clﬂnggamﬂn

pcmt:rinluhan daerah dan pembuangunan daeruh |
Jalan vang selanjutnya disebut Pajak adalah
tenaga hstrk :

S

adalah
d:erah

utnya disingkat PLN adalah

Perusahaan | ashr

digunakan untuk

1 Pajak Penerangan
crah atas penggunail
ak Dacrah, yang selanjutnya disingkat
SpP1PD. adalab sural vang digunakan oleh \\_"ujil) Pajak untuk
melaporkan penghilungdn duan pembayadran pajak vang lerulang
menurut peraturan punmdang-undangan perpajakan daerah :

crah, yung sclanjuinyd disingkal SSPI),
adalah surat Yang digunakan olc;h Wanb Pajak untuk melakukan
pembayarai :::tuu penyetoran pajak yang lt:l_'utung, ke Kas Daerah
y Lt ke fempal lain yAng ditetapkan oleh Wahkola ;

pungutan da
Surat Pembentahuan I’aj

k  Sural Sctoran Pujak Na

. Sirat ...
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| Surat Ketetapan Pajak Dacrah, yang selanjutnya disingkat SKPD,

adalah surat keputusan vang menentukan besarnva jumlah pajak
yang lerutang -

.S.uljnl Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, vang seclanjutnya
disingkat .HKPHKH, adalah  sural keputugsan _vﬁng mcnunlukim
besarnya jumlah pajak vang terutang. jumliah kredi pajak, jumlah
kckm‘:mg;m pembayaran pokok pajak, besarnya sankst administrasi
dan yjumlah vang masih harus dibavar |

n. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan  vang
sclanjutnya disingkat SKPDKRBT, adalah surat keputusan  yang
menentukan tambahan atas jumlah pajak vang telah ditetapkan,

o. Sural Kctctapan Pajak Dacrah Lebih Bavar, vang sclanjutnya
disingkat SKPDILB, adalah surat keputusan vang menentukan
jumlah kelebthan pembayaran  pajak karena jumlah kredit pajak
lebih besar dan pajak vang terutang atau tidak scharusnya terutang,

p. Surat Ketetapan Pajak Dacrah Nihil, vang sclanjutnva disingkat
SKPDN, adalah surat keputusan yang menentukan jumlah pajak
vang terutang sama besamya dengan jumlah kredit pajak, atau
pajak tidak terutang dan ndak ada kredir pajak:

q. Surat Tagihan Pajak Dacrah, vang sclanjutnya disingkat STPD,
adnlah surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sankss
administrasi berupa bunga dan atau denda.

BAB 11

NAMA. OBYEK DAN SUBYEK PAJAK

Pasal 2

(1) Dengun nami Pujuk P'L'IIIEIHHEHII Julan dipungul papk atas selap |
penggunaan lenagd Listrik.

(2) Objek Pajuk adalah seliap penggunuan lenaga histnk.

(3) Tenaga listrik scbagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ni

adalah tenaga listnk yang berasal dart PLN maupun bukan PLN.

Pasal 3 :
Dikecualikan dari objek pajak adalah : :
a. Penppunaan lenaga listrik oleh mstansi Pemernintah Pusat dan :

Pemenntah Dacrah,

b. Pengunaan .....
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b.

d.

) Yy : .
Penggunaan tenaga listrik pad

a tempat-tempat vang dicunakan oleh
kedutaan,  konsulag P ISR CUR

perwakilan  asing. dan  lembaga lembaga

INternasion; y asas t ’ '
CINAsIoN \ dengan asas timbal balik secbagaimana berlaku untuk
pajak negara-

‘} . —_— - - . i '
Penggunaan L!l:fll..'!!.{:i histnk vang bcerasal dan bukan PLN tidak
memerlukan yin dar instansi teknis terkant;

!;\cnfg_lmn;mn Icnaga histnk vang khusus digunakan untuk tempat
tbadah.

Pasal 4

Subjck Pajak adalah orang pribadi atau badan vang menggunakan
tenaoa hstrik

Wapb Pajak adalah orang pribadi atau badan vang menjadi
pelanggan histrik dan atau pengguna tenaga listnk.
BAB III
DASAR PENGENAAN DAN TARIF PAJAK

Pasal 5

(1) Dasar pengenaan Pajak adalah Nilai Jual Tenaga Listnk.

(2) Nilai jual tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada avat (1) pasal

(3) Harga

im ditetapkan :
Dalam hal tenaga listrik berasal dan PLN dan bukan PLN

a b LD
dengan pembavaran, nilai jual tenaga hsink adalah besamya
tagihan biaya penggunaan hstnk  rcekening listrik:

b Dalam hal tenaga listnk berasal dari bukan PLN dengan ndak

dipungut bayaran. nilai jual tcnaga listnk dihitung berdasarkan
PK atau HI?

situan listrik scbagaimana dimaksud pada avat (2) hurut b
pasal ini ditcrapkan olch Walikota dengan berpcdoman harga
satuan lhistrik yang berlaku untuk PLN.

Pasal 6 .....
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Pasal 6

Tani Pajak ditetapkan sebagai berikut -
a. Penggunaan tenaga listrik vang berasal dan PLN, bukan untuk

mdustri schesar 9 % (sembilan persen ) |

b. Penggunaan tenaga lisirik vang berasal dari PLN, untuk industri
scbesar 3 % (tiga pcrsen) |

c. enggunaan tenaga listrik vang berasal dari bukan PLN, untuk
industri atau bukan untuk industri sebesar 5 % (lima persen).

BAD IV

WILAYAH PEMUNGUTAN DAN CARA
PENGHITUNGAN PAJAK

Pasal 7

(1) Pajak yang terutang dipungut di Kota Magelang.

(2) Besarnva pajak terutang dilitung dengan cara mengalikan tant
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dengan dasar pengenaan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

BAB V

MASA PAJAK, SAAT PAJAK TERUTANG
DAN SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK

Pasal 8

Masa Pajak adalah jangka waktu tertentu yang lamanya ditetapkan
oleh Walikota sebaga dasar untuk menghitung besamya pajak
terutang.

Pasal 9

Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanva satu tahun takwim
kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama
dengan tahun takwim

Pasal 10

Pajak terutang dalam masa pajak terjadi pada saat penggunaan tenaga
listnk.

""""
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Pasal 11

(1) Setiap Wajib Pajak wajib mengisi SPTPD.

(2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada avat (1) harus dnss dﬂngﬂn
jelas, benar dan lengkap serta ditanda tangani olch Wajib Pajak
atau Kuasanya

(3) Untuk pclanggan listik PLN, Daftar Rckcning [Listrik yang
diterbitkan oleh PLN merupakan SPTPD.

(4) Bentuk, i dan lala camm pengisian SPTPD diletapkan oleh
Walikota.

BAB VI

TATA CARA PERHITUNGAN DAN PENETAPAN PAJAK

Pasal 12

(1) Berdasarkan SPTPPD sebagaimana dimaksud dalam DPasal ll_aym
(1). Walikota menctapkan pajak tcrutang dengan mencrbitkan
SKI’D

(2) Apabila pemungutan pajak bekerja sama dengan PLN, rekening
listrik dipcrsamakan dengan SKPD.

(3) Apabila SKPD schagaimana dimaksud pada ayat (1) pflhsal ini
. lit‘i"l}i tau kurang dibavar setelah lewat waktu pahng_lﬂmn ;.Q (tiga
puluh) han sejak SKPD diterima. dikenakan sanksi admimstras

berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dan ditagih
dengan menerbitkan STPD.

Pasal 13

(1) Wapb Pajak vang membavar F;f:r_ldiri, SPTPD sd}agai.nmna
~ dimaksud damrﬁ Pasal 11 avat (1) dlgunakan_t{muk menghitung,
mcmpcrhitungkan dan menctapkan pajak scndin yang terutang.

(2) Dalam jangka waktu S (lima) tahun sesudah saat terutangnya
pajak. Walikota dapat mcncrbitkan :

a SKIPDKB;
h SKPDHKBT:
¢ SKPDN

(3) SKPDKB .....
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(3) SKPDKR

schagaimana - dimaksud  pada ayat (2) huruf a
diterbitkan -

L]
L

v Apabida berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain
pyak vang terutang tdak atau kurang dibavar, dikenakan
sankst administrasi berupa bunga schesar 2 %o (dua persen)

sebulan ditntung dan pajak vang kurang atau terlambat dibayar

untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh ecmpat) bulan
dilitung sejak saat terutangnya pajak:

Apabila SPTPD ndak disamparkan dalam jangka waktu vang
ditentukan dan telah ditegur sceara tertuhs, dikenakan sanksi
administrasi berupa bunga sebesar 2 %o (dua persen) scbulan
dihitung dari pajak vang kurang atau terlambar dibavar untuk
janeka waktu paline lama 24 (dua puluh empat) bulan dihituog,
scjak saat terutangnva pajak:

¢ Apabila kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang
terutang  dihitung  secarn  jabatan. dan dikenakan sanksi
administrasi berupa kenatkan schesar 25 %o (dua puluh lima
persen ) dan pokok pajak ditambah sanksi administrasi benfpa
bunga scbesar 2 %o (dua persen) scbulan dihitung dan pajak
vane kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling
lama 24 Eduu puluh empat) bulan ditung sejak saat
tcrutangnya pajak.

(4) SKPDKB1 scbagaimana dimaksud pada avat (2) huruf b
diterbitkan apabila ditemukan data baru atau data vang scmpla
helum terungkap yang menvebabkan p-cn_::imhnh{ml Jum!nh pajak
vang terutang, akan dikenakan !‘-ﬂﬂkﬁl gc%numshmsn berupa
:[.;en:_ﬁl-;ﬂn sebesar 100 o (seratus persen) dan jumlah Kekurangan

pajak tersebut -
(5) SKPDN scbagaimana dimaksud pada avat (2) huruf ¢ diterbitkan

apabila jumlah pajak yang terutang sama TTC'RHFI‘I}'H d_cnggn jlllm_lah

kredit p;iiﬂl-; atau pajak ndak terutang dan tndak ada kredit pajak.

(6) Apahila kewajiban membavar pajak tcrumng_ dnl.nm SKPPK}; dEE
SKPDKBT scbagaimana dimaksud pada avat [2‘}'hun+1t a s%n
lidak atau udak scpenuhnya dibayar dula,m_-'ﬂ"ﬁlff‘}“ﬂ‘w vANg
telah ditentukan. Jitngih df:ngﬂn menerbitkan STPD d:.‘.ﬂmbah
dengan sanks! administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua

persen) scbulan.

BAB VII .....
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BAB VII

TATA CARA PEMBAYARAN
Pasal 14

(1) P?mba‘-'aran pajak dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang
dlt}{!‘:_lul-: olch Walikota scsuai waktu vang ditcntukan dalam
SPTPD. SKP'D. SK’'DKB. SKPDKBT dan STPD

(2) Apabila pembavaran pajak dilakukan di tempat lain yang
ditunjuk, hasil penerimaan pajak harus disctor ke Kas Dacrah
selambat-lambainva | x 24 (satu kali dua puluh empat) jam atau
dalam waktu vang ditentukan olch Walikota.

(3) Pembavaran pajak sebagaimana dimaksud pada avat (1) dan ayat
(2) pasal in1 dilakukan dengan menggunakan SSPD.

Pasal 15
(1) Pembavarun pajak harus dilakukan sekahgus alau lunas.

(2) Walikota dapat memberikan persetujuan kepada Wapb Pajak
untuk mengangsur pajak tlerutang dalam kurun wakiu lerieniu,
setelah memenuhi persvaratan yvang ditentukan.

T ——

(3) Angsuran pembavaran pajak sebagaimana dunaksud pada ayat
(7). harus dilakukan secara teratur dan berturut-turut dengan
dikenakan bunga sebesur 2 Yo (dua persen) sebulan dan jumlah
pajuk vang belum alau kurang dibayar.

=

(1) Walikota dapat memberikan persctujuan kepada Wajb Pajak
© untuk menunda pembavaran pajak  sampar balas waklu  yang
ditentukan setclah memenuhi persyaratan vang t_itttntuk@ dengan
dikenakan bunga 2 "o (dua persen) sebulan dan jumiah pajak vang

belum alau kurang dibavar

(5) Persvaratan untuk dapat mengangsur dan menunda pembayaran

| ‘t:fil— iyl curd pcm['nn aryan angsuruan dun [H:ﬂl.lﬂdu:jn Ht:h:_lg::llmﬂna
serl: _ S

dimaksud pada avat (2) dan avat (4) pasal . ditetapkan oleh

Wahikota.
Pasal 16

T

(1) Setiap pembayaran pajak sebagaimana dimnk.ﬁ:u{i dalam Pasal 15,
dibenkan tanda bukt pembavaran dan dicatat dalam buku
penernmaan.

(2) Bentuk, jems, ISl ukuran tanda bukti pembavaran dan buku

| penen maur pajak schagaimana dhmaksud pada aval (1) pasal im,
ditetapkan oleh Walikota.

BAB VIII ... . :

.
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BAB VIII
TATA CARA PENAGIHAN PAJAK
Pasal 17

(1) Surat Tcguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang scjcnis
chﬂgm awal tindakan pelaksanaan penagihan pajak dikeluarkan 7
(tujuh) hari sejak saat jaruh tempo pembavaran.

(2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sctclah tanggal Surat Tcguran

atau Surat Peringatan atau surat lain vang sejenis, Wajib Pajak
harus mclunasi pajak yang tcrutang.

(3) Surat Teguran. Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dikeluarkan oleh
P’ejabat vang ditunjuk

Pasal 18

(1) Apabila jumlah pajak yang masth harus dibayar tidak 'dilunﬂ:u

~ dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam Surat leguran

atau Surat Peringatan atau surat lain vang sejenis. jumlah pajak
vang harus dibayar ditagth dengan Surat Paksa.

(2) Pejabat mencrbitkan Surat Paksa segera setelah lewat 21 (dua
puluh satu) hari sejak diterimakan kepada yang bersaqgk_utml
Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis.

Pasal 19

Apabila pajak yang harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka_ waktu
p, pﬂ_}; E'dl:m Lli ._-juna puluh empat) jam sesudah tﬂn_ggﬂl pemberitahuan
;:r;l Paksa Pejabat scgera menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan

Penyitaan.

Pasal 20

. ; Wajib Pajak belum juga melunasi
. kan penyitaan dan . e e
betal_ah dllik:'d* -»,r;t::,iuh lewat 10 (sepuluh) han .':it-'-Jllk Emggnl
ut::nig paji I-C;Qr-;l Perintah Meluksanakan  Penvitaan,  Fejehal
pelak sanyan - SUr

kan permintaan penetapan tanggal pelelangan kepada Kantor
mengajuk

[elung Nepara.
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Seteclah Kantor | elano Negara menetapkan hari. tanggal, jam dan

tempat pUIHITL’iE:UqulT‘ lelang, Juru Sita memberitahukan dengan secgera
sccara tertulis kepada Waiih Pajak.

Pasal 22

chu!-;, tents dan isi formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan
pcnagihan pajak dacrah ditctapkan olch Walikota.

BAB IX
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN PAJAK

Pasal 23

(1) Walikota  berdasarkan  permohonan Wanb Pujuk. dapat
memberikan pengurangan. kennganan dan pembebasan pajak.

(2) Tata cara pemberian pengurangan. Kennganan dan l}wtlilbﬁh'dfiﬂ.ﬂ
B pajak sebagaimana dimaksud pada avat (1) pasal ini. ditetapkan
oleh Walikota.

BAB X

TA C: 3 'LLAN, PEMBATALAN,
TATA CARA PEMBETULAIN, FRME i N
PENGURANGAN KETETAPAN DAN PENGHAPUSAN ATAU
| PIE'NGITRANG.&N SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 24
(1) Walikota karena jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak
dapal : s :
N lkan SKPD atau SKPDKB atau SKPDKBT atau
a. Mumbﬁtu Julum penerbilannya terdapal kesalahan (uls,
& P?h}ﬁnghitung dan atau kekelimuan dalam  penerapan
clnnn ) )
l'niilj:‘::ﬂt|:mn perundang-undangan perpajakan ST,

h. Memb (alkan alau rnt:ngumﬂgkﬂﬂ kelelapan pajak yang hdak
. embal

benar.

¢. Mengurangkan .....
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2)

(3)

(4)

(2)

¢. Menguranek
hunﬂi T‘:]ﬂgkinn alau menghapuskan sanksi administrasi berupa
| enda dan kenaikan pajak vang terutang dalam hal

sanksi ters oL e .
b{ . I t.{'rachm dikenakan karena kekhilatan Wajib Pajak atau
ukan Karena kesalahannva.

Permohonan pembetulan, pecmbatalan, pengurangan ketetapan dan
[::cf’lizhupuuun alau pengurangan sanksi administrasi atas SKPD,
SKPDKB, SKPDKBT dan STPD schagaimana dimaksud pﬂdﬁ
ayat (1) pasal ini harus disampaikan secara tertulis olech Wajib
Pajak kepada Walikota atau Pejabat selambat-lambatnya 30 (ﬁgﬂ
puluh) han scjak tangeal diterima SKPD, SKPDKB, SKPDKBT
atau STPD dengan memberikan alasan vang |elas.

Walikota atau Pcjahat paling lama 3 (tiga) bulan scjak surat
permohonan scbagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal i
ditennma, sudah harus memberikan keputusan.

Apabila setelah lewat waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud
pada avyat (3) pasal int Walikota atau Pejabat tidak membenkan
kcputusan, permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan
ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi
dianggap dikabulkan.

BADB XI
KEBERATAN DAN BANDING
Pasal 25

Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Wahkota
atau Pejabal atas suatu

SKPL:

SKPDKDB;

SKPDKBT:

SKPDLB,.

;:}L:Engm alau pemungulan oleh pihak keliga berdasarkan

peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

L eberatan sebagaimana dimuksud pada ayat (1) pusal
it harus disampaikan secarn t-:::nuhs dalam ,B?hasa F[:dﬂn?'sm
paling lama 3 (tiga) bulan sejak gulggal SKPD. ?:j_hl’Dl?H,
SKPDKBT. SKPDLB dan SKPDN ditenma olch Wupb Pﬂ.li_ﬂ"».-
atau  tunggal ;mmutﬂﬂ_,ﬂﬂ!I-'I‘ﬁ"m“EUtnn oleh pihak I-;.ellgu
Ht:huuuirm;rm dimak sud .paltln ayal (1) dcngiun alusun vang jelas,
kecuali apabila Wayb Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka
waktu itu tidak dapat dipenuhi  karena keadaan di luar

= 0 oo op

Permohonan

kekuasaanny.

(3) Walikola ......

Scanned by TapScanner



I3

(3) W:.lllkutﬂ atau Pejabat dalam jangka waktu paling lama 12 (dua
belas)  bulan sejak  t1anggal  surat permohonan  keberatan

schugmr!mnn dimaksud pada ayat (2) pasal imi ditennma, sudah
membenkan keputusan.

(4) Apabila sctclah lewat waktu 12 (dua belas) bulan scbagaimana
dimaksud pada avat (3) pasal ini Walikota atau Pejabat tidak

mcmbenikan  keputusan, pcrmohonan  kchcratan  dianggap
dikabulkan

(5) Pengajuan keberatan schagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal
ini idak menunda kewajiban membayar pajak.

Pasal 26

(1) Wapb Pajak dapat mengajukan banding kcpad*a Badan
Penvelesaian Sengketa P’ajak dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan
setelah ditenmanya keputusan keberatan.

(2) Pcngajuan banding schagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini
tidak menunda kewajiban membayar pajak.

Pasal 27

Apabila pengajuan keberatan schagaimana dimaksud dalam Pasal 25
atau banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dikabulkan
sebagian atau seluruhnyva, kelebihan pcnlba‘rﬂr_an pajak dikembalikan
deng_an ditambah imbalan bunga sebesar 2 9% (dua persen) sebalan
untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

BADB XII

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PE MBAYARAN PAJAK
Pasal 28

* ‘ .neajukan  permohonan  pengembalian
) Wajib Pajuk dapal mengdju o _
. kr.:libih:m pembavaran pajak kepada Walikota atau Pejabat.

(2) Walikola atau Pejubal duJHIFl jungka wakiu paling lama 12 ( ;.luu
| belas) bulan sejak dll_:.:runml}-a | pcrmnhnnmr pa-nge"ﬂ.)d 1an
kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

i harus membenkan keputusan,
1 waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal
(3) Apdlzjllii Jdllih:l “:ml:.:ijikum o o, Goik. memiasien
ol fmp -r.:.-rmuhnmm pengembalian  kelebthan pembayaran
;:J!Juu}‘;u:jh:;:;uur;p dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam

waktu paling lama 1 satu) bulan.

p:—.usa]

(4) Apabila ... ..
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(4) Apabila Wapb p
pcmhaj.'ﬂran paja
langsung diperhi
pajak dimaksud

(5) Pengembalian  kelehihan
waktu paling lama 2

ajak mempunyar utang pajak lainnva, kelebihan
k sebagaimana dimaksud pada avat (2) pasal ini
tungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang

\an  pcmbayaran pajak  dilakukan dalam
| (dua) bulan sejak diterbitkannva SKPDLB
dengan menerbitkan Surat Perintah Mcembavar Kclchihan Pajak

(SPMKD).
(6) Apabila pengembalian kelebihan pembavaran pajak dilakukan
sctelah lewat waktu 2 (dua) bulan scjak diterbitkannya SKPDLB,

Walikota atau Pejabat memberikan imbalan bunga sebesar 2 %

(dua persen) schulan atas keterlambatan pembayaran kelcbihan
pajak.

[’asal 29

Apabila kclcbihan pembavaran pajak diperhitungkan dengan utang
pajak lainnva. sehagaimana dimaksud dalam DPasal 28 avat (4),
pembavarannya dilakukan dengan cara pemindah bukuan dan bukt
pemindah bukuan juga berlaku sebagar bukti pembayaran.

BAB XIII
KEDALUWARSA

Pasal 30

(1) Hak untuk melakukan pclzagihan pajak, k::dt_ﬂuwursa. s'clr.:lah
melampaul jangka waktu 3 ( lima) tf.huxl _tnrhlmns s_aja_L' caat
terutananva pajak, kecual apabila Wajib Pajak melakukan tindak
pidana::h bidang perpajakan daerah. | |

(2) Kedaluwarsa penagthan pajak _Sﬂbagamlalm dimaksud pada ayat
(1) pasal i tertangguh apabila
a  Diterbitkan Surat Teguran dan Surat PaLsa m.m;

b Ada pengakuan ulang pajak dari Wajib Pajak bail: sscara
langsung maupun tidak langsung.

BAB XIV .....
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BAB XIV
RETENTUAN PIDANA
Pasal 31

(1) Wanb Pajak vang karena kealpaannya tidak menyampaikan
SPIPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak Iengkap atau
melampirkan keterangan vang tidak benar sehingga merugikan
keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling
lama | (satu) tahun dan atau denda paling banyak 2 (dua) kali
jumlah pajak vang terutang.

(2) Wajb Pajak vang dengan scngaja tidak menyampaikan SPTPD
atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau
melampirkan keterangan vang tidak benar sehingga merugikan
keuangan dacrah dapat dipidana dengan pidana penjara paling
lama 2 (dua) tahun dan atau denda paling banyak 4 (empat) kals
jumlah pajak yang terutang.

Pasal 32

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 tidak‘diruntul
setelali melampaui jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak saat
lerulangnya pajak atau berakhimya Masy Pajuk  alau berukhimya
Bagian Tahun Pajak atau berakhirnva Tahun Pajak.

BAB XV
PENYIDIKAN

Pasal 33

(1) Pejabat Pegawas Negeri Sipil tertentu di lingkungiln _l"f:mcrintnh
Daerah  dibert  wewenang khusus sebagar  Penwvidik  unluk
tindak pidana di bidang perpajakan dacrah

al-uk: n ldli\ﬂﬂ
meifakukan pen) dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun

sehagaimana dimaksud ;s
1981 tentang Hukum Acara I idana.

(2) Wewenang penyidiK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal

i adalah
- : lkan dan meneliti keterangan
ma. mencart, mcngumpu : . _ S
lloviont’ rkenaan dengun  bndak prdana di bidang

luu laporan be
> - h agar keterangan atau laporan tersebut

perpajakan daerah < |
menjadi lengkap dan elas;

b. Meneliti ... ..
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b. Meneliti ‘ |
neliti, mencani dan mengumpulkan keterangan mengenai

oran !
® pribadi atau hadan tentang kehenaran perbuatan vang

dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan daerah
tersebut;

¢. Mcminta ketcrangan dan bahan bukti dari orang pnibadi atau
badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan
dacrah:

d

. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen

lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan
dacrah:

e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukt
pecmbukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, scrta
melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;

l. Meminla bantuan lenaga ahh dalam rungka pelaksanaan lugas
penvidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah;

g. Menvuruh  berhenli,  melarang  seseorang meninggalkan
rmangan atau  tempat pada saat  pemenksaan sedang

berlangsung dan memeniksa identitas orang dan atau dokumen
vang dibawa schagaimana dimaksud pada huruf ¢;

h. Memotret seseorang vang berkaitan dengan tindak pidana
perpajakan dacrah.

i, Memangg:l orang untuk didengar ketcrangannya dan dipenksa
sebuagar lersangky alau sak s,

3. Menghentikan penyvidikan;

k Melakukan tundakan lamn yang pcrll.J antuk  kelancaran
penyidikan indak pdana di bidang perpjukan daersh menurut
huk-um vang dapat dipertanggung jawabkan.

(3) Penyidik sebapaimuna dimaksud pada ayat (1) .mr:mbcjri!.uhukun
diml:laimu penvidikan dan menvampaikan hasil wn}'tdlkm}nya
kepada Penuntut Umum, sesual dengan ketentuan vang diatur
daiam | Indang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum

Acara Prdana
BAB \VI

KETE NTUAN PENUTUP
Pasal 34

atur dalam Peraturan Daerah 1ni, sepanjang

lum d1 _ :
Hal-hal vang belu diatur Icbih lanjut olch Walikota.

' (S va
mcngenai pelaksanaanto

Pasal 35 ... ..

\
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Pasal 35

[}cngan berlakunva Peraturan Daerah ini. maka Peraturan Daerah
Rﬂ,m"md}'“ Dacrah Tingkat I Magelang Nomor 2 Tahun 1988 tentang
Pajak Penerangan Jalan dinyatakan tidak berlaku lagi

Pasal 36

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinva, memerintahkan
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam

Lembaran Daerah Kota Magelang.

Msahkan di Magelang
pada tanggal '! vl Zcoo

WALIKOTA MAGELANG

\ ¥

H. FAHRIYANTO
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Il.

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG
NOMOR 9 TAHUN 2000

TENTANG
PAJAK PENERANGAN JALAN

PENJELASAN UMM

| Berdasarkan [Indung-und.ung Nomor 22 Tahun 1999 lenlang
Pemenntahan Daemh. bhahwa penvelenggaraan Pemenntahan Daerah lebih
mengutamakan  pelaksanaan  azas Desentrahsasi,  unmuk 1t perlu
menyclenggarakan  Otonomi Dacrah dengan membenkan kewenangan  vang
luas, nyata dan bertanggung jawab kepada daerah secara proporsional vang
diwujudkan dengan pengaturan pembagian dan pemantaatan sumber daya
nasional, serta penimbangan keuangan pusat dan daerah

Pajak dan Retnbusi merupakan sumber pendapatan dacrah, agar
dacruh duput melaksunukan otonominva vaite mampu mengatur dun mengurus
rumah tangganva sendiri.  Sumber pendapatan daerah tersebut diharapkan
menjudi sumber pembrayvasn penvelenggarsan pemennlahan dan pembangunan
daerah. untuk meningkatkan dan meratakan kesejahteraan masvarakat.

Dcngan dikcluarkannya Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997
tentang Pajak Daerah dan Retnbusi Daerah telah ditetapkan pedoman
kebijaksanaan dan arahan begi daerah dalam pelaksanaan pemungutan pajak
dan retnibusi Dacrah

Sehubungan dengan dasar tersebut. maka perlu mengatur tentang
pungutan Pajak Pcncrangan Jalan di Kota Magclang vang  ditctapkan dengan
Peraturan Daernh -

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal | - Pasal it memuat pengertian astilah vang  diperpunakan
dalum Peraturan Duersh i Dengan adanva pengertian
istilah  tersebut dimaksudkan untuk mencegah timbulnva
salah tafsir dan salah pengertian dalam memahami dan
melaksanakan pasal-pasal vang bersangkutan sehingga baik
warea masvarukal maupun aparatur dalam  menjalankan
hak dan kewapban dupal bergalun dengan lancar dan dapal
dicapa tertib administrast pemungutan Retrnibusi Daerah.

Puasal 3 hurul’ ¢ Yung dimaksud dengan hdak memerlukan 1jin adaluh hag
pengguna tenaga listrnik vang berasal bukan dan PLN dengan
kapasitas 5 PK kebawah.

Pusul 4 s/ 36 . Cukup jelas.

e — g S -
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